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MOTTO 

“Fight for honor, fight for your life, pray to god that our side is right” 

(“Berjuanglah demi kehormatan, berjuanglah demi hidupmu, berdoalah kepada 

Tuhan agar kita berada di jalan yang benar”) 

(M.I.A-Avenged Sevenfold) 

 

۝٧ فَانْصَبْ   فَرَغْتَ  فَاِذاَ ۝٦ يسُْرًا   الْعسُْرِ  مَعَ  انِ    

“Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan, jika kau telah selasai 

melakukan sesuatu maka bekerja keraslah untuk melakukan hal yang lain” 

(Al-Insyirah : 6-7) 

 

“Berusahalah tanpa berharap hasil yang instan, saat hasil belum terlihat, bukan 

berarti usahamu sia-sia. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik agar 

kamu cukup kuat menerima hal yang lebih besar dari apa yang kamu inginkan.” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

SABIQ MUHAMMAD ZAKI. Implementasi Sistem Administrasi Coretax 

Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pajak Pada KPP Pratama Blora. 

Sistem administrasi administrasi coretax merupakan sistem yang 

diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyempurna sistem yang 

sebelumnya yakni sistem DJP Online. Sistem coretax ini diciptakan dengan maksud 

menyederhanakan proses administrasi perpajakan yang sebelumnya masih terpisah-

pisah menjadi satu kesatuan yang bisa diakses melalui satu portal saja, sistem 

coretax sendiri mengakomodir seluruh rangkaian proses administrasi perpajakan 

dimulai dari proses pembayaran, pencatatan, hingga pelaporan. Sistem coretax 

menggabungkan beberapa sistem seperti e-filling, e-billing, e-faktur, e-registration, 

e-bupot, dan e-SPT. Dengan begitu sistem yang terintegrasi secara bersamaan 

diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak dalam proses pemenuhan 

kewajiban perpajakannya. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengunakan 

narasumber yang berasal dari kalangan wajib pajak dan otoritas pajak KPP Pratama 

Blora yang diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria 

yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi coretax memberikan dua 

dampak positif sekaligus negatif, dimana narasumber merasakan kelebihan dari 

sistem coretax dengan integrasi sistemnya yang menjadikan pekerjaan narasumber 

terbantu karena penyederhanaan sistem yang digabungkan, narasumber merasakan 

efektivitas proses administrasi pajak karena pembaruan fitur-fitur yang menunjang 

proses perpajakan. Disisi lain narasumber juga merasakan masalah ketika 

menggunakan sistem coretax, mengingat coretax merupakan sistem yang masih 

baru diimplementasikan sebagai sistem yang mengakomodir seluruh proses 

perpajakan, maka dari itu sistem yang masih baru menimbulkan beberapa 

permasalahan seperti masalah teknis, pengetahuan, dan perlunya adaptasi pengguna 

dalam mengoperasikan sistem ini. Permasalahan yang terjadi berdampak pada 

penerimaan pajak KPP Pratama Blora yang menurun, meskipun begitu otoritas 

pajak baik KPP maupun DJP terus mengupayakan pengoptimalan efektivitas 

pelayanan pajak dengan melakukan langkah yang proaktif seperti sosialisasi, 

Layanan diluar Kantor (LDK), pemberian kebijakan yang meringankan wajib  pajak 

dan upaya-upaya perbaikan untuk menunjang pelayanan perpajakan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

0543b/U/1987. Pedoman ini menjadi acuan dalam penulisan kata atau istilah 

berbahasa Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, 

kata-kata Arab yang sudah umum digunakan dan telah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

atau Kamus Linguistik ditulis sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Secara 

umum, pedoman transliterasi ini memberikan aturan dasar dalam 

mengalihaksarakan huruf Arab ke huruf Latin agar penulisan istilah Arab tetap 

konsisten dan mudah dipahami. 

1. Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di 

lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan 

transliterasinya dengan huruf Latin : 

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan 

Huruf arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د 

 Ẑal Z zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ ́ Fathah A A 

    َ  ̧ Kasrah I I 

  َ   Dhammah U U 

b. Vokal Rangkap 

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdanya Ai a dani ... َ    ي  

    َ  Fathahdanwau Au a dan u ...و    

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah 

Harkat dan 
huruf 

Nama Huruf dan tanda Nama 

...ا  Fathah dan alif ...  َ    ى  
atau ya 

A a dan garis di 
atas 

ى  ...  َ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 
و  ...  َ  Hammah dan 

wau 
U u dan garis di 

atas 
 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua: 

a. Ta’marbutah hidup 
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Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’marbutah mati 

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh: 

الأطَفال رَوْضَةُ  .1  - raudah al-atfal atau raudatulatfal  

المنورة  المدينة .2  - al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul-

Munawwarah  

  talhah - طلحة .3

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang 

diberi tanda syaddahitu. 

Contoh: 

  rabbanā - رب نَا .1

  nazzala - نزل .2

  al-birr - البر .3

 al-hajj - الحج .4
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif dan 

lam), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang 

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah  

Ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  

Ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

جُلُ  .1   ar-rajulu - الر 

  as-sayyidu - الس ي ِدُ  .2

  as-syamsu - الش مْسُ  .3

  al-qalamu - القلم .4

  al-badiu - البَدِيعُ  .5

 al-jalalu - الجلال .6
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7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof (' ). Namun, ini hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak 

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

  ta'khużūna - تأَحُْذوُنَ  .1

  'an-nau - النوْءُ  .2

  syai'un - شَيْء   .3

  inna - إنِ   .4

  umirtu - أمُِرْتُ  .5

 akala – أكل .6

8. Penulisan Kata  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh : 

َ   وَإنِ   .1 ازِقيِنَ   خَيْرُ   لهَُوَ   اللّ  الر   - Wainnallahalahuwakhairar-rāziqīn atau 

Wainnallāhalahuwakhairrāziqin  

وَالْمِيزَانَ   الْكَيْلَ   وَأوَْفوُا .2  - wa auf al-kaila wa-almīzān atau Wa auf al-kaila wal 

mīzān  

الخليل إبْرَاهِيمُ  .3  - Ibrahim al-Khalil atau Ibrahimul-Khalil  
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ِ  بِسْمِ  .4 مُرْسَاهَاوَ   تجَْرَاهَا اللّ   - Bismillāhimajrehāwamursahā  

5.  ِ سَبيِلًاً   إِليَْهِ   اسْتطََاعَ   مَنِ   الْبيَْتِ   حِج    الن اسِ   عَلَى  وَاللّ   - Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti 

manistațā'a ilaihi sabīla atau Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistațā'a 

ilaihi sabīlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

د   وَمَا .1 رَسُل   إلِ   مُحَم   - Wa mā Muhammadun illā rasul  

لَ   إنِ   .2 مُبَارَكًا  ببِكَ ةَ   لَل ذِي  لِلن اسِ   وُضِعَ   بيَْت    أوَ   - Inna 

awwalabaitinwuḍi’alinnāsilallażĭbibakkatamubārakan  

الْقرُْآنُ   فيِهِ   أنُْزِلَ   ال ذِي  رَمَضَانَ   شَهْرُ  .3  - Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu 

atau Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu  

الْمُبيِنِ   باِلْأفُقُِ   رَآهُ   وَلَقَدْ  .4  - Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubĭn atau Walaqadra’āhubil-

ufuqil-mubĭn  

ِ   الْحَمْدُ  .5 الْعاَلمَِينَ   رَب ِ   لِِل   - Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamĭn atau 

Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamĭn  

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata 
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lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak 

digunakan. 

Contoh: 

ِ  مِنَ  نَصْر   .1 قَرِيب   وَفتَحْ   اللّ   - Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb  

2.  ِ جَمِيعًا الْأمَْرُ  لِِل   - Lillāhi al-amrujamĭ’an atau Lillāhil-amrujamĭ’an  

3.  ُ عَلِيم   شَيْء   بكُِل ِ  وَاللّ   - Wallāhabikullisyai’in ‘alĭm  

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman 

Tajwid. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Direktorat Jenderal Pajak sebagai entitas yang mengelola sistem 

perpajakan, di tuntut untuk terus mendorong reformasi sistem perpajakan, 

hal tersebut dilakukan untuk bagian dari upaya inovasi berkelanjutan. Hal 

tersebut penting mengingat sebagian besar pendapatan negara Indonesia 

masih bergantung dari sektor perpajakan (Cahyadini et al., 2023). Pajak 

memainkan peran vital sebagai tulang punggung pembangunan nasional, 

termasuk dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis di 

seluruh Indonesia. Dimana dalam beberapa tahun terkahir pendapatan 

negara dari sektor perpajakan rata-rata mencapai 70% dalam lima tahun 

terakhir dari total keseluruhan pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). 

Peran pajak sangat krusial dalam keberlangsungan negara, maka 

dari itu dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak, 

pemerintah tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan baru, penting 

juga memperhatikan aspek-aspek pelayanan publik. Pelayanan publik yang 

baik dapat memiliki peran yang penting dalam menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pajak itu sendiri, yang pada akhirnya akan 

berdampak baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan 

publik dan kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh norma serta persepsi 

sosial terhadap integritas dan kualitas layanan dari otoritas pajak 

(Cahyonowati et al., 2023). 



 
 
 

2 
 

 
 

Upaya peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak terus dilakukan 

secara berkelanjutan, maka dari itu salah satu aspek keberhasilan pelayanan 

publik dan penerimaan pajak dapat ditentukan oleh sejauh mana proses 

administrasi pajak dikelola secara baik dan optimal. Menurut (Keen & 

Slemrod, 2017) upaya intervensi pada administrasi pajak berdampak pada 

elastisitas penerimaan pajak, yang nantinya berpengaruh pada respons 

kebijakan otoritas pajak. Di era sekarang teknologi merupakan aspek yang 

sangat penting untuk diimplementasikan, maka dari itu penting untuk 

menerapkan proses administrasi perpajakan yang berbasis sistem teknologi. 

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi menjadi alasan niat positif bagi 

Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya (Akram et al., 

2019). 

Melalui reformasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus 

melakukan pengembangan pada sistem sistem administrasi pajak Indonesia. 

Reformasi perpajakan merupakan hal penting sebagai bentuk penyesuaian 

pada regulasi hukum yang ada (Cahyadini et al., 2023). Sistem administrasi 

perpajakan Indonesia sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan 

dari masa ke masa, dari sistem yang sebelumnya masih menggunakan 

sistem manual, kini tergantikan oleh sistem berbasis digital yang lebih 

merepresentasikan sebuah modernisasi. Perubahan sistem pajak juga 

bergantung terhadap perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik 

(Indawati et al., 2024). Berikut merupakan perkembangan sistem 

administrasi perpajakan berbasis teknologi dari masa ke masa : 
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Tabel 1. 1 Reformasi sistem administrasi pajak Indonesia 

Tahun 

Peluncuran 

Nama Sistem Deskripsi 

Era Awal Penerapan Sistem 

2002 E-SPT Pelaporan SPT secara elektronik 

dengan menggandeng pihak ketiga 

(Application Service Provider) 

Era SIDJP 

2005 SIDJP (Sistem 

Informasi Direktorat 

Jenderal Pajak) 

Sistem informasi terpadu untuk DJP 

yang nantinya menjadi awal 

lahirnya aplikasi yang lain. 

2007 Registration Sistem registrasi wajib pajak digital 

2012 E-filling Pelaporan SPT berbasis sistem 

2014 E-Billing Sistem pembayaran pajak secara 

elektronik  

2015 E-Faktur Faktur pajak elektronik 

2018 E-Bupot Bukti pemotongan pajak elektronik 

Era Baru Coretax Administration System 

2025 Coretax 

Administation 

System (CTAS) 

Modernisasi menyeluruh sistem inti 

administrasi perpajakan Indonesia. 

         Sumber : (DJP, 2020) (DJP, 2025) 
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Reformasi perpajakan juga dilakukan sebagai upaya untuk 

mempersingkat proses perpajakan agar lebih cepat dan efektif hal ini 

dilakukan agar meminimalisir kemungkinan terjadinya pajak berganda 

(Kurniawan, 2020). Perubahan sistem administrasi pajak secara berkala 

juga memungkinkan untuk upaya pemerintah dalam mengevaluasi dan 

perbaikan sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Dengan begitu 

pemerintah dapat menata ulang sistem administrasi perpajakan agar dapat 

memodifikasi tarif pajak, penyempurnaan regulasi, meningkatkan 

transparansi dan tanggung jawab (Mahpudin, 2024). 

Menghadapi perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan 

efisiensi administrasi, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi 

coretax sebagai bagian dari upaya penyempurnaan modernisasi sistem 

perpajakan nasional yang sebelumnya menggunakan SIDJP (Sistem 

Informasi Direktorat Jenderal Pajak). Pembuatan sistem coretax berawal 

pada tahun 2017, DJP melakukan kerjasama dengan Australia Indonesian 

Partnership for Economic Governance (AIPEG) dengan merilis dokumen 

terkait pengembangan sistem coretax meliputi Dokumen Analisis, 

Persyaratan Sistem, Penilaian TIK, dan Evaluasi Produk. DJP juga telah 

membuat Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur pembuatan sistem coretax (Annual Report DJP, 

2017).  

Pembuatan sistem coretax didasarkan pada Peraturan Presiden 

Nomor 40 Tahun 2018, yang menjadi landasan awal dalam perancangan 
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sistem administrasi perpajakan modern ini. Sebagai tindak lanjut dari 

kebijakan tersebut, pada Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak 

mengadakan Rapat Pimpinan Nasional III di Jakarta, dengan salah satu 

pembahasan utamanya adalah perkembangan Coretax Information System 

(CTIS) (Annual Report DJP, 2018). Kemudian, pada tahun 2019, 

Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

939/KMK.03/2019 sebagai bentuk penguatan regulasi untuk mendukung 

pelaksanaan sistem ini (Annual Report DJP, 2019). 

Pada tahun 2020 pemerintah mulai serius menggarap program ini, 

Pemerintah menunjuk perusahan LG CNS asal Korea Selatan untuk 

menggarap proyek Coretax sesuai dengan Dokumen Pemilihan No. 

DOL202005012/Pv/PA, 2020 dengan anggaran 1,2 triliun rupiah. Proyek ini 

berlangsung sampai tahun  2024, berikut rinciannya : 

Tabel 1. 2 Progress Coretax 

Fase Timeline 

Perencanaan Jan 2021 

Desain Jan - Sep 2021 

Pengembangan Jun 2021 - Oct 2022 

Migrasi Data Jan 2021 - Jul 2024 

Pelatihan Mei 2022 - Sep 2024 

Testing Nov 2021 - Oct 2024 

Penyebaran Des 2024 
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Implementasi Coretax Des 2024 - Des 2025 

     Sumber : (Pajak.io, 2023) 

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 81 Tahun 2024 coretax resmi digunakan sebagai sistem 

administrasi perpajakan Indonesia yang mulai beroprasi pada tanggal 1 

Januari 2025. Coretax diharapkan menjadi solusi untuk mengintegrasikan 

proses bisnis pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki 

manajemen data, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas 

perpajakan di Indonesia. Dalam konsep Technology Acceptance  Model 

(TAM) penerimaan teknologi pada pengguna sangat bergantung pada 

kemudahan yang ditawarkan, semakin mudah teknologi semakin mudah 

diterima oleh publik (Al‑Nuaimi & Al‑Emran, 2021). 

Sistem coretax digunakan secara bertahap pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), karena adaptasi sangat diperlukan mengingat sistem coretax 

merupakan sistem administrasi pajak yang baru. Dimana sistem DJP Online 

masih digunakan untuk membantu dalam menangani administrasi 

perpajakan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan pada rapat RDP 

DPR Komisi XI dimana segala proses perpajakan seperti pelaporan SPT 

tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan tahun pajak 2024 yang dilaporkan di 

tahun 2025 masih menggunakan sistem yang sebelumnya. Meskipun begitu 

untuk proses perpajakan tahun 2025 sudah mulai beralih menggunakan 

sistem coretax di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tiap daerah. 
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KPP Pratama Blora sebagai salah satu unit kerja DJP di daerah ikut 

serta menjadi bagian penting dalam implementasi sistem coretax ini (Ghozi, 

2025). Wilayah Kerja KPP Pratama Blora memiliki karakteristik ekonomi 

yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga 

Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM). Berdasarkan (Mongrafi Fiskal 

KPP Pratama Blora, 2024) penerimaan pajak KPP Pratama Blora 

didominasi oleh PPN dan PPnBM sebesar 61%, disusul oleh PPh Non 

Migas sebesar 38%, sedangkan kontribusi PBB dan pajak lainnya relatif 

kecil. Dalam kinerjanya KPP Pratama Blora dibantu oleh KP2KP 

Purwodadi yang mencakup wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten 

Grobogan dengan total luas wilayah 379.645,3 hektar (LAKIN KPP 

Pratama Blora, 2024). 

Wilayah kerja KPP Pratama Blora juga memiliki beberapa tantangan 

yang berbeda dari yang lain, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan 

merupakan daerah dengan masyarakat yang masih menjaga 

ketradisionalannya diperkuat dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 

yang dinilai dari beberapa indikator salah satunya indikator infrastruktur 

teknonologi informasi, Kabupaten Blora yang menempati peringkat rendah 

yakni peringkat 31 sedangkan Kabupaten Grobogan menempati peringkat 

sedang yakni peringkat 17 dari 35 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah 

(BRIN, 2024). Dengan wilayah kerja yang luas, ketradisionalan yang masih 

terjaga dan infrastruktur teknologi informasi yang belum luas, hal tersebut 

menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem perpajakan 
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berbasis teknologi seperti coretax, mengingat penggunaan coretax 

memerlukan kemampuan wajib pajak yang paham akan sistem teknologi.  

Tentunya pembahasan terkait dengan implementasi sistem 

perpajakan di KPP Paratama Blora sangat menarik untuk dibahas melihat 

dari fenomena yang telah dijelaskan,  meskipun penelitian yang membahas 

terkait implementasi sistem perpajakan sudah banyak dilakukan, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh (Sijabat, 2020) yang menjelaskan bagaimana 

implementasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan dan 

kepercayaan Wajib Pajak, namun objek penelitian tersebut masih berupa 

sistem administrasi perpajakan yang terdahulu (e-filling). Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas et al., 2019) yang membahas 

terkait dengan evaluasi interoperabilitas sistem administrasi perpajakan, 

namun penelitian tersebut juga masih menjelaskan tentang implementasi 

sistem yang lama yakni DJP Online. Penelitian terkait dengan efektivitas 

pelayanan pajak juga pernah dilakukan oleh (Farida et al., 2022) yang 

membahas terkait dengan efektivitas pelayanan pajak menggunakan sistem 

administrasi pajak yang optimal dan juga fasilitas digital yang mumpuni di 

KPP Pratama Benteng. Namun dari beberapa penelitian tersebut masih 

membahas terkait dengan sistem administrasi pajak yang lama yakni (DJP 

Online). 

Maka dari itu dapat diketahui bahwa masih cukup sedikit penelitian 

yang membahas terkait dengan sistem coretax, karena memang coretax 

merupakan sistem yang baru di keluarkan oleh DJP. Salah satu penelitian 
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yang membahas terkait dengan coretax yakni penelitian yang dilakukan 

oleh (Rahmi et al., 2023) yang membahas terkait dengan kebijakan dan 

strategi pembuatan sistem coretax, dengan menjelaskan beberapa aspek 

analisis SWOT yang akan terjadi pada sistem coretax. Selain itu penelitian 

yang dilakukan oleh (Darmayasa & Hardika, 2024) dengan pendekatan 

Slippery Slope Framework (SSF), menggunakan pilar kekuatan dan 

kepercayaan, coretax memberikan sistem administrasi yang lebih terpusat, 

transparan, dan efisien namun efektivitasnya masih bergantung pada 

stabilitas sistem, user experience, dan interoperabilitas data. Namun 

penelitian tersebut masih dalam bentuk prediksi belum mencapai tahap 

implementasi. 

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang terdahulu, memang 

sudah membahas terkait dengan sistem coretax, namun masih belum 

berbasis implementasi aktual, sehingga perlu diketahui bagaimana analisis 

terkait dengan implementasi sistem coretax. Pada penelitian ini peneliti 

berfokus pada bagaimana kondisi dilapanan terkait dengan implementasi 

sistem coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru, peneliti 

berfokus pada efektivititas layanan perpajakan sistem coretax di KPP 

Pratama Blora dengan berdasarkan aspek Technology Acceptance Model 

(TAM) dan interoperobilitas dalam menganalisis kemudahan maupun 

permasalahan yang terjadi pada implementasi sistem coretax, sekaligus juga 

menjelaskan tentang pengembangan dan perbaikan sistem coretax yang 

dilakukan. Selain itu penelitian ini juga menganalisis bagaimana dampak 
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pasca implementasi sistem coretax bagi penerimaan pajak di KPP Pratama 

Blora. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana identifikasi manfaat dan masalah pada implementasi 

sistem coretax di KPP Pratama Blora? 

2. Bagaimana dampak implementasi sistem coretax pada penerimaan 

pajak di KPP Pratama Blora? 

3. Bagaimana upaya KPP Pratama Blora yang menunjang efektivitas 

pelayanan pajak dengan sistem coretax? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui identifikasi manfaat dan masalah pada 

implementasi sistem coretax di KPP Pratama Blora 

b. Mengetahui dampak implementasi sistem coretax pada 

penerimaan pajak di KPP Pratama Blora. 

c. Mengetahui upaya KPP Pratama Blora yang menunjang 

efektivitas pelayanan pajak dengan sistem coretax. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoretis 

i. Adanya penelitian ini dapat menjadi sumber referensi 
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atau  rujukan untuk penelitian selanjutnya.  

ii. Menambah wawasan dan pengetahuan, pembaca bisa 

mengetahui mengenai implementasi sistem coretax 

dalam menghimpun proses perpajakan di Indonesia.  

b. Manfaat Praktis 

i. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Blora 

Menjadi masukan evaluatif terhadap implementasi 

coretax, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun 

dampaknya terhadap pelayanan. 

ii. Bagi Wajib Pajak 

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kelebihan dan kekurangan sistem coretax, serta 

dampaknya terhadap penerimaan pajak. 

iii. Bagi Pembuat Kebijakan 

Menjadi landasan dalam menyusun kebijakan lanjutan 

terkait digitalisasi perpajakan dan reformasi 

administrasi pajak agar selaras dengan kapasitas SDM 

dan infrastruktur yang tersedia. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab berikut rinciannya : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian terkait dengan 

implementasi sistem coretax untuk menganalisis peristiwa yang terjadi pada 

implementasi sistem coretax. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk 

jenis   penelitian, teknik pengambilan sampel, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan 

mengenai manfaat sistem coretax dan masalah yang terjadi, penerimaan 

pajak pasca implementasi sistem coretax, dan upaya apa yang diambil oleh 

KPP Pratama Blora dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pajak 

melalui sistem coretax. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian terkait 

dengan analisis implementasi sistem administrasi coretax dalam 

meningkatkan efektivitas pelayanan pajak di KPP Pratama Blora. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang 

sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi sistem Coretax di KPP Pratama Blora pada awal tahun 

2025 menunjukkan kondisi transisi yang dualistik dan penuh tantangan. 

Dari sisi manfaat, Coretax merealisasikan keunggulan utamanya, yaitu 

integrasi dan penyederhanaan seluruh aplikasi administrasi perpajakan 

e-Faktur, e-Bupot, e-Filling, e-Billing, dan lain-lain ke dalam satu 

platform yang terpusat, yang menjanjikan peningkatan efisiensi, 

transparansi transaksi, dan pengelolaan data wajib pajak yang lebih 

mudah. Namun, fase implementasi awal menghadapi kendala teknis 

yang serius, di antaranya kegagalan akses sistem saat pendaftaran 

NPWP, masalah server down yang berkepanjangan pada masa puncak 

pelaporan, dan error berulang pada proses transaksi perpajakan. 

2. Kendala yang terjadi ini berakibat pada kinerja penerimaan pajak KPP 

Pratama Blora pada Triwulan I Tahun 2025 yang mengalami penurunan 

sebesar 37% penurunan terbesar dalam lima tahun terakhir pada periode 

yang sama, karena wajib pajak terhambat dalam menunaikan kewajiban 

pembayaran dan pelaporan.  

3. Menanggapi permasalahan yang terjadi KPP Pratama Blora mengambil 

langkah proaktif melalui kebijakan keringanan sanksi dan perpanjangan 
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masa pelaporan, pelaksanaan sosialisasi intensif dan Layanan di Luar 

Kantor (LDK). Selain itu Direktorat jenderal Pajak melakukan 

perbaikan sistem secara struktural seperti peningkatan bandwidth dari 9 

Gbps menjadi 18 Gbps dan perbaikan bug untuk menstabilkan sistem 

dan menurunkan kasus error pada login, update profile, dan Kode 

Otorisasi. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian  memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mendapatkan 

hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu 

dan terbatas pada wilayah geografis tertentu, sehingga hasil penelitian 

ini belum tentu dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor lembaga 

perpajakan di Indonesia atau di negara lain. Oleh karena itu, penelitian 

lebih lanjut dengan objek yang lebih luas dan beragam diperlukan untuk 

memperkuat temuan yang ada. 

2. Dampak implementasi coretax terkait efektivitas pelayanan pajak pada 

penelitian ini masih berupa data yang didapatkan pada tahun awal 

diluncurkan sistem coretax sebagai sistem administrasi pajak yang 

baru. Oleh karena itu dampak implementasi sistem coretax pada 

efektivitas pelayanan pajak masih perlu diteliti kelanjutannya untuk 
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mendapatkan data yang lebih jelas ketika sistem coretax sudah berjalan 

dengan baik dan stabil.  

C. Saran 

Terdapat saran yang perlu penulis sampaikan setelah adanya 

penelitian yang dilakukan, uraian serta simpulan yang didapatkan. Saran 

tersebut yakni: 

1. Peneliti berharap agar penelitian serupa tetap dilakukan dengan 

memperluas objek penelitian tidak hanya dilingkup Kabupaten Blora 

namun juga dilakukan di Kabupaten yang lainnya. 

2. Sistem yang baru diluncurkan dan masih belum stabil dalam 

penggunaannya, menjadi keterbatasan penelitian sehingga peneliti 

berharap agar penelitian terkait dengan sistem coretax tetap 

dilaksanakan ketika sistem sudah berjalan dengan baik dan stabil. 

D. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

literatur di bidang sistem administrasi perpajakan, terutama 

keterkaitan antara penerimaan wajib pajak terhadap sistem 

administrasi digital dan kemampuan sistem coretax dalam 

mengakomodir proses administrasi perpajakan secara menyeluruh. 

Ditemukannya hasil penelitian terkait dengan manfaat dan masalah 

yang dirasakan wajib pajak menjadi gambaran penting terkait 
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dengan penringnya konsep Technology Acceptance Model, 

interoperabilitas sistem, pengelolaan e-government dan administrasi 

perpajakan yang baik untuk menunjang efektivitas pelayanan 

melalui sistem coretax ini. 

2. Implikasi Praktis 

a. Bagi peneliti selanjutnya  

1) Peneliti dapat memperoleh dasar ilmiah untuk melakukan 

selanjutnya terkait dengan efektivitas pelayanan pajak 

melalui sistem coretax. 

2) Dengan adanya penelitian memberikan gambaran bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan temuan-temuan 

terkait dengan efektivitas pelayanan pajak melalui sistem 

coretax. 

b. Bagi KPP Pratama Blora 

1) Penilitian ini memberikan gambaran terkait temuan-temuan 

yang ada terkait dengan kondisi realita implementasi sistem 

coretax di KPP Pratama Blora 

2) Temuan-temuan yang ada dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan strategi yang tepat 

dalam meningkatkan efektivitas pelayanan melalui sistem 

coretax. 

3) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi lembaga 

untuk perubahan yang lebih baik kedepannya. 
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